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Abstrak

Kesehatan mental remaja menjadi isu publik yang semakin mendesak di Indonesia, terutama di tengah
tekanan sosial dan paparan digital yang meningkat. Penelitian ini menganalisis peran pemuda sebagai policy
champion dalam advokasi digital isu kesehatan mental serta keterkaitannya dengan elemen collaborative
governance. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain Systematic Literature Review (SLR)
berdasarkan pedoman PRISMA 2020, penelitian ini meninjau 95 artikel dari dua basis data utama periode
2016-2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa ruang digital berfungsi sebagai arena kolaboratif baru yang
memungkinkan interaksi lintas sektor di luar struktur birokrasi formal. Pemuda berperan sebagai trigger
actors, connectors, dan social innovators yang memfasilitasi komunikasi, solidaritas, dan inovasi dalam
advokasi kebijakan kesehatan mental. Pola ini menandai pergeseran menuju bentuk baru digital
collaborative governance yang bersifat partisipatif, adaptif, dan berbasis solidaritas sosial. Secara teoretis,
penelitian ini memperluas pemahaman tentang tata kelola kolaboratif di era digital, sedangkan secara
praktis memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan inisiatif pemuda dalam
kebijakan kesehatan mental yang lebih inklusif dan responsif.

Kata kunci: Collaborative Governance, Kesehatan Mental Remaja, Advokasi Kebijakan
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Pendahuluan

Kesehatan mental merupakan komponen esensial dari kesejahteraan manusia
serta bagian integral dari hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan,
sebagaimana ditegaskan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 3
tentang “Hidup Sehat dan Sejahtera” (Izutsu et al, 2015; Burns & Birrell, 2014;
Graupensperger et al, 2021). WHO mendefinisikan kesehatan mental bukan sekadar
ketiadaan gangguan jiwa, tetapi juga kondisi ketika individu mampu mengembangkan
potensi, mengatasi tekanan hidup, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada
komunitas (Hall et al,, 2024). Definisi serupa ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yang mengakui kesehatan mental sebagai pilar
kesejahteraan nasional.

Meskipun model collaborative governance secara konvensional berfokus pada
dinamika antara aktor formal pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (Ansell &
Gash, 2007), literatur saat ini masih menyisakan celah akademik mengenai peran
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strategis pemuda sebagai policy champions yang memanfaatkan platform digital untuk
memengaruhi agenda kebijakan kesehatan mental (Mintrom & Norman, 2009). Meskipun
media sosial terbukti efektif mengikis stigma serta menggalang kesadaran publik secara
masif di kalangan generasi muda (Lwin et al., 2020; Naslund et al., 2020), masih terdapat
kesenjangan mendalam mengenai bagaimana aktivisme digital tersebut berhasil
dikonversi menjadi keputusan politik formal dan meretas hambatan legitimasi
kelembagaan dalam formulasi kebijakan publik (Kingdon, 2011).

Dalam konteks Indonesia, kesehatan mental remaja menunjukkan tren yang
mengkhawatirkan. Survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-
NAMHS) tahun 2022 melaporkan bahwa satu dari tiga remaja (34,8%) mengalami
gangguan mental dalam 12 bulan terakhir (Brooks et al., 2021; Irmansyah et al., 2020).
WHO juga mencatat bahwa gangguan mental menyumbang sekitar 13% dari global
burden of disease pada kelompok usia 10-19 tahun (Singh et al., 2022). Masa remaja
sebagai fase pembentukan identitas menjadikan kelompok ini sangat rentan terhadap
tekanan psikologis dan sosial (Appelqvist-Schmidlechner et al., 2018). Kondisi tersebut
memperlihatkan bahwa kesehatan mental remaja merupakan persoalan publik yang
menuntut perhatian kebijakan yang lebih serius (Hall et al., 2024).

Perkembangan teknologi digital semakin memperumit situasi ini. Di satu sisi,
media sosial menjadi ruang ekspresi dan dukungan sosial yang dapat memperkuat
kesadaran publik terhadap kesehatan mental; namun di sisi lain, memunculkan risiko
seperti cyberbullying, social comparison, dan kecemasan digital (Sujarwoto et al., 2019;
McGorry et al., 2022). Tekanan untuk menampilkan citra ideal sering kali menurunkan
kepercayaan diri dan memperburuk kesejahteraan psikologis remaja (Baker et al., 2021).
Karena itu, kebijakan kesehatan mental tidak cukup berfokus pada penanganan Kklinis,
tetapi juga perlu memperkuat aspek pencegahan dan literasi digital yang adaptif terhadap
perubahan sosial (Graupensperger etal., 2021).

Meski urgensinya tinggi, kebijakan kesehatan mental remaja di Indonesia masih
terbatas dan belum responsif terhadap tantangan digital. Belum terdapat regulasi yang
secara komprehensif mengatur promosi, pencegahan, dan perlindungan kesehatan
mental berbasis komunitas dan teknologi (Irmansyah et al., 2020). Kapasitas pemerintah
dalam menjangkau kompleksitas masalah sosial di ruang digital juga masih rendah,
sehingga dibutuhkan kolaborasi lintas aktor. Dalam konteks ini, peran pemuda menjadi
krusial sebagai penghubung dan penggerak sosial (Marah et al., 2024).

Pemuda tidak lagi sekadar penerima kebijakan, melainkan dapat bertindak
sebagai policy champion yakni aktor yang memimpin perubahan dan menginisiasi
advokasi digital (Mishyna, 2024; Jacobs & George, 2022). Melalui media sosial, pemuda
berperan sebagai agen literasi, penggerak opini publik, dan jembatan antara masyarakat
dengan pembuat kebijakan. Beberapa kasus, seperti tekanan publik atas isu bunuh diri
akibat perundungan di kampus, menunjukkan bagaimana kampanye digital yang
dipimpin pemuda dapat mendorong institusi formal menanggapi isu kesehatan mental
secara lebih serius (Bower et al., 2023; Dolaty et al., 2025). Fenomena ini menegaskan
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peran pemuda sebagai katalis perubahan sosial dan kebijakan di era digital (Ahmed,
2019).

Untuk memahami dinamika tersebut, konsep collaborative governance menjadi
relevan. Ansell dan Gash (2008) mendefinisikannya sebagai proses tata kelola yang
melibatkan aktor lintas sektor yakni pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta
dalam forum berbasis dialog, saling ketergantungan, dan pencarian konsensus. Emerson
dan Nabatchi (2015) kemudian memperluasnya melalui kerangka Collaborative
Governance Regimes (CGR) yang menyoroti hubungan antara pemicu kolaborasi, sistem
kolaboratif, dan tindakan kolektif. Pendekatan ini menekankan pentingnya kemitraan
sejajar antaraktor dalam menangani isu publik yang kompleks (Magkou et al., 2018).

Namun, sebagian besar studi tentang collaborative governance masih berfokus
pada kolaborasi formal, seperti kemitraan antara pemerintah dan lembaga masyarakat
sipil. Kajian mengenai bentuk kolaborasi non-formal yang tumbuh secara bottom-up di
ruang digital masih terbatas (Mishyna, 2024). Padahal, di era media sosial, bentuk
kolaborasi baru justru muncul dari advokasi digital yang digerakkan oleh pemuda melalui
kampanye daring, crowdsourcing, dan mobilisasi opini publik (Marah et al., 2024). Ruang
digital kini berfungsi sebagai arena deliberatif tempat identifikasi masalah publik,
pertukaran ide, dan aksi kolaboratif berlangsung secara cepat dan luas.

Kesenjangan penelitian muncul karena belum banyak studi yang menjelaskan
bagaimana advokasi digital pemuda berinteraksi dengan Kkerangka collaborative
governance formal (Donohoe, 2023). Mekanisme transformasi dari kampanye digital
menuju kolaborasi kebijakan juga belum banyak dikaji, begitu pula peran pemuda sebagai
penghubung antara ruang digital dan institusi formal (Ahmed, 2019). Sebagian besar riset
justru menempatkan pemuda sebagai objek kebijakan, bukan sebagai agen perubahan
yang memiliki digital influence capacity untuk membentuk narasi dan menekan
pengambil keputusan agar lebih adaptif terhadap isu sosial (Bower et al., 2023).

Secara teoretis, penelitian ini menyoroti tiga kesenjangan utama: (1) kurangnya
integrasi antara teori collaborative governance dan fenomena digital advocacy di
kalangan pemuda; (2) terbatasnya kajian tentang peran pemuda sebagai policy
champion yang mampu menjembatani ruang digital dan proses kebijakan formal; serta
(3) ketiadaan model konseptual yang menjelaskan bagaimana advokasi digital yang
spontan dapat bertransisi menjadi kolaborasi kebijakan yang terstruktur dan
berkelanjutan. Untuk menjawab kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan
pendekatan Systematic Literature Review (SLR) guna mengidentifikasi, menilai, dan
mensintesis penelitian terdahulu lintas disiplin, terutama di bidang administrasi publik,
komunikasi, dan kesehatan masyarakat (Hall et al., 2024). Pendekatan ini dipilih karena
mampu memberikan pemetaan teoretis yang komprehensif dan berbasis bukti terhadap
interaksi antara digital advocacy dan collaborative governance (Izutsu et al.,, 2015).

Untuk menganalisis kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka
collaborative governance yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008) serta
disempurnakan oleh Emerson dan Nabatchi (2015). Kerangka ini menjelaskan kolaborasi
lintas sektor melalui empat elemen utama, yaitu starting conditions, institutional design,
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collaborative process, dan outcomes. Keempat elemen tersebut digunakan sebagai lensa
analitis untuk memahami bagaimana kolaborasi muncul, bagaimana partisipasi diatur,
bagaimana interaksi antaraktor berlangsung, serta bagaimana dampak kebijakan
dihasilkan. Dalam penelitian ini, keempat elemen tersebut sekaligus menjadi kategori
analisis dalam proses pengodean dan sintesis literatur guna menjelaskan peran pemuda
sebagai policy champions dalam membentuk praktik digital collaborative governance.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama: (1) penggunaan
pendekatan metodologis berbasis bukti melalui SLR untuk memperkuat objektivitas
analisis; (2) reposisi konseptual pemuda sebagai policy champion dalam kerangka tata
kelola kolaboratif, dan (3) integrasi teori collaborative governance dengan
fenomena digital advocacy untuk menjelaskan mekanisme kolaborasi lintas sektor dalam
isu kesehatan mental remaja. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk: (1)
menganalisis literatur mengenai peran pemuda sebagai policy champion dalam advokasi
digital isu sosial; (2) mengidentifikasi interaksi antara advokasi digital pemuda dan
elemen collaborative governance; serta (3) merumuskan model konseptual Digital
Collaborative Governance yang adaptif terhadap tantangan kesehatan mental remaja.
Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian tentang tata kelola kolaboratif di era
digital; secara praktis, hasilnya diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan
dalam merancang mekanisme kolaborasi yang lebih inklusif dan efektif untuk
mendukung kesejahteraan mental remaja di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR)
seperti yang terlihat pada Gambar 1 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan
mensintesis temuan empiris maupun konseptual mengenai peran pemuda dalam
collaborative governance pada isu kesehatan mental di era digital. Pendekatan ini dipilih
karena memungkinkan penelusuran literatur secara sistematis, transparan, dan replikatif
sehingga menghasilkan sintesis pengetahuan yang komprehensif dan berbasis bukti.
Proses peninjauan literatur mengikuti pedoman PRISMA (Preferred Reporting Items for
Systematic Reviews and Meta-Analyses) yang mencakup empat tahapan utama, yaitu
identifikasi, penyaringan (screening), uji kelayakan (eligibility), dan inklusi artikel.

Included: Studies

included in qualtative
synthesis
(n=95)
Eligibility: Full-text

articles assessed for
eligibility W
N Full-text articles
Sereening: Titles and Excluded: out of scope, non-academic, insufficient data —)
excluded with reasons
abstracts screened
Excluded: not relevant to collaborative govemance, youth, or mental health —) Records excluded

Gambar 1. Diagram alur seleksi literatur berdasarkan pedoman PRISMA

Identification: Records identified

through database searching Duplcate ecords

Scopus, Web of Science, Google H - H
Scholar

(n=17788)
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Penelusuran literatur dilakukan pada beberapa basis data ilmiah bereputasi, yaitu
Scopus, Web of Science, dan Google Scholar. Kata kunci disusun secara kombinatif
menggunakan operator Boolean, seperti “collaborative governance” AND youth AND
mental health AND digital advocacy, beserta variasinya. Penelusuran dibatasi pada
publikasi tahun 2015-2025 untuk memastikan relevansi dengan perkembangan advokasi
digital kontemporer. Artikel yang disertakan dalam analisis memenuhi kriteria: (1)
membahas collaborative governance atau kolaborasi lintas sektor, (2) melibatkan aktor
pemuda atau komunitas digital, (3) berkaitan dengan isu kesehatan mental atau
kesejahteraan sosial, dan (4) dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau prosiding akademik.
Artikel yang tidak relevan secara tematik, duplikat, atau tidak memenuhi standar
akademik dikeluarkan dari proses seleksi.

Tahap identifikasi awal menghasilkan 17.788 dokumen. Setelah penghapusan
duplikasi dan penyaringan judul serta abstrak, artikel yang tidak sesuai dengan kriteria
dieliminasi. Proses uji kelayakan melalui pembacaan teks penuh menghasilkan 95 artikel
yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan dianalisis lebih lanjut. Setiap artikel ditelaah
untuk mengekstraksi informasi mengenai konteks kolaborasi, aktor yang terlibat, bentuk
partisipasi pemuda, mekanisme proses kolaboratif, serta dampak kebijakan yang
dihasilkan. Data dianalisis menggunakan analisis tematik (thematic coding) untuk
mengidentifikasi pola, kategori, dan tema utama dalam literatur. Proses pengodean
dilakukan secara bertahap dan sistematis dengan mengelompokkan temuan berdasarkan
kategori analisis yang mengacu pada empat elemen collaborative governance
sebagaimana dijelaskan pada bagian pendahuluan. Pendekatan ini memungkinkan
sintesis literatur secara terstruktur dan konsisten.

Untuk meningkatkan kredibilitas hasil, dilakukan triangulasi sumber, pengecekan
ulang proses pengodean, serta perbandingan antarartikel guna memastikan konsistensi
interpretasi. Seluruh tahapan seleksi dan analisis didokumentasikan secara transparan
agar penelitian dapat direplikasi pada konteks serupa.

Tata kerja penelitian ditulis secara jelas, sehingga percobaan atau penelitian
tersebut dapat diulang dengan hasil yang sama. Berisi rancangan desain/prosedur
penelitian, populasi dan sampel/sumber data, Teknik pengumpulan data dan
pengembangan instrumen, teknik analisis data. Pemaparan dilakukan secara naratif
dalam bentuk alinea yang terpadu.

Hasil Dan Pembahasan
Hasil Temuan

Hasil kajian sistematis terhadap 95 artikel yang dianalisis menunjukkan bahwa
peran pemuda dalam advokasi kebijakan kesehatan mental remaja memiliki keterkaitan
kuat dengan prinsip collaborative governance. Sebagian besar studi menekankan bahwa
ruang digital berfungsi sebagai arena kolaboratif baru yang memungkinkan terjadinya
interaksi lintas aktor, di luar struktur birokrasi formal. Melalui analisis berbasis empat
elemen collaborative governance yakni starting conditions, institutional design,
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collaborative process, dan outcomes penelitian ini memetakan bagaimana pemuda
berperan sebagai penggerak (champion) dalam setiap tahapan proses kolaborasi.

Tabel 1. Sintesis Temuan Berdasarkan Elemen Collaborative Governance

Col]lzalll?:r?:ive Fokus Pola Temuan Utama Sumber Peran Pemuda
Analisis (berdasarkan SLR) Representatif
Governance
Starting Faktor Ketimpangan akses layanan Bower etal. (2023); | Pemuda sebagai trigger
Conditions pemicu kesehatan mental, stigma sosial, | Dolaty et al. (2025); agents yang
kolaborasi | danlemahnya kebijakan publik | Dunne etal. (2017); |membangkitkan kesadaran
mendorong munculnya Ummul Fithriyyah & kolektif dan membuka
solidaritas digital. Mobilisasi isu Makbul (2025) ruang advokasi digital.
melalui media sosial menjadi
pemicu kolaborasi lintas aktor.
Institutional | Mekanisme | Ketiadaan mekanisme formal Mishyna (2024); Pemuda sebagai informal
Design danruang | partisipasi mendorong lahirnya | Bussu etal. (2025); institutional innovators
kolaborasi |youth-led communitiesdan ruang| Rigon & Walker yang mendesain saluran
kolaboratif daring. Platform | (2023); Douglas etal. | partisipasi baru berbasis
seperti Twitter dan YouTube (2020) jaringan sosial.
berfungsi sebagai ruang
kelembagaan baru bagi advokasi
kebijakan.
Collaborative Dinamika Interaksi lintas sektor Naik (2020); Maulana| Pemuda berperan sebagai
Process kolaborasi berlangsung horizontal dan & De¢man (2025); | connector dan knowledge
antaraktor berbasis solidaritas digital. Sarigumba et al. broker yang menjembatani
Narasi personal digunakan (2023); Moses et al. komunikasi antara
untuk membangun empati dan (2025) masyarakat, akademisi, dan
kepercayaan antarpemangku lembaga pemerintah.
kepentingan.

Outcomes Dampak Advokasi digital meningkatkan Sgrensen etal. Pemuda sebagai social
sosial dan | literasi publik, melahirkan peer- | (2020); Spitzmueller innovators dan
kebijakan support movement, dan etal. (2020); championsyang

mendorong pengakuan isu Yamaguchi etal. | menciptakan inovasi sosial
kesehatan mental dalam (2022); Fiorani etal. | dan perubahan kebijakan
kebijakan nasional. (2024) berbasis empati.

Sumber: Hasil SLR penulis, 2025 (diolah dari 95 artikel)

Hasil kajian sistematis terhadap 95 artikel yang dianalisis menunjukkan bahwa

peran pemuda dalam advokasi kebijakan kesehatan mental remaja memiliki keterkaitan
kuat dengan prinsip collaborative governance. Sebagian besar studi menekankan bahwa
ruang digital berfungsi sebagai arena kolaboratif baru yang memungkinkan terjadinya
interaksi lintas aktor, di luar struktur birokrasi formal. Melalui analisis berbasis empat
elemen collaborative governance yakni starting conditions, institutional design,
collaborative process, dan outcomes penelitian ini memetakan bagaimana pemuda
berperan sebagai penggerak (champion) dalam setiap tahapan proses kolaborasi.

Secara umum, hasil SLR pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa elemen Starting
Conditions dan Outcomes muncul paling dominan dalam literatur, menandakan bahwa
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perhatian ilmiah banyak tertuju pada faktor pemicu sosial serta dampak advokasi digital
terhadap kebijakan publik. Sementara itu, Institutional Design dan Collaborative Process
masih relatif kurang dieksplorasi, mencerminkan masih terbatasnya kajian tentang
mekanisme formal dan dinamika antaraktor dalam konteks kolaborasi digital.

Dari 95 artikel yang dikaji, elemen Starting Conditions menjadi fokus terbesar
(sekitar 40% dari total studi), diikuti oleh Institutional Design (27%), Collaborative
Process (20%), dan Outcomes (13%). Distribusi ini menunjukkan bahwa literatur lebih
banyak menekankan pada fase awal dan hasil akhir dari kolaborasi. Hal ini menandakan
masih adanya kesenjangan riset pada aspek proses interaksi dan mekanisme
institusional. Hal ini juga memperlihatkan bahwa partisipasi pemuda dalam advokasi
digital lebih banyak dikaji dalam konteks mobilisasi sosial dan hasil advokasi, bukan pada
pengaturan kelembagaan kolaborasi.

Starting Condition

Sebagian besar studi menyoroti bahwa kolaborasi lintas aktor dalam isu kesehatan
mental remaja berawal dari ketimpangan struktural dalam sistem layanan publik.
Minimnya akses terhadap layanan konseling, tingginya stigma sosial, serta lemahnya
kebijakan yang berpihak pada remaja menjadi pemicu terbentuknya solidaritas digital
(Bower et al., 2023; Dolaty et al., 2025). Dalam konteks ini, pemuda berperan sebagai
aktor pemicu (trigger actors) yang menggunakan ruang digital untuk memperluas
kesadaran sosial.

Media sosial seperti Twitter, TikTok, dan YouTube berfungsi sebagai ruang
artikulasi isu yang memungkinkan narasi personal seperti pengalaman depresi, tekanan
akademik, dan trauma sosial diubah menjadi bentuk collective advocacy. Solidaritas
emosional ini kemudian berkembang menjadi bentuk kolaborasi awal antara pemuda,
komunitas kesehatan mental, dan publik luas. Studi-studi menunjukkan bahwa mobilisasi
digital semacam ini menjadi fase pra-kolaboratif yang mempertemukan aktor-aktor baru
di luar struktur formal (Dunne et al., 2017; Ummul Fithriyyah & Makbul, 2025).

Fenomena ini memperkuat pandangan bahwa starting conditions dalam konteks
advokasi digital bukan lagi semata hasil desain institusional, tetapi muncul dari krisis
kepercayaan terhadap pemerintah dan dorongan moral komunitas muda. Dengan kata
lain, starting conditions dalam tata kelola kolaboratif digital cenderung bersifat afektif,
dipicu oleh empati kolektif dan kesadaran generasi muda terhadap ketidakadilan
struktural di bidang kesehatan mental.

Institutional Design

Elemen kedua menggambarkan bagaimana ruang dan mekanisme partisipasi
terbentuk dalam konteks advokasi digital. Studi-studi dalam SLR ini menemukan bahwa
ketiadaan kanal partisipasi formal justru melahirkan mekanisme alternatif yang
diciptakan oleh pemuda (Mishyna, 2024; Bussu et al., 2025). Melalui ruang digital, mereka
mengembangkan sistem kelembagaan non-formal seperti komunitas daring, kampanye
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kesadaran publik (public awareness campaigns), dan forum diskusi terbuka yang
berfungsi sebagai saluran deliberasi.

Kelembagaan digital ini tidak diatur oleh regulasi formal, melainkan dibangun atas
dasar kepercayaan dan nilai solidaritas. Platform seperti Twitter berfungsi sebagai
informal deliberative arena yang mempertemukan pemuda, psikolog, jurnalis, dan pejabat
publik. Di sisi lain, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa influencers dan content
creators muda memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan advokasi,
menjadikan media sosial sebagai ruang demokratis baru untuk kolaborasi lintas sektor
(Rigon & Walker, 2023).

Peran pemuda dalam konteks ini adalah sebagai perancang kelembagaan alternatif
(informal institutional innovators), yang memfasilitasi partisipasi publik di luar kerangka
formal pemerintahan. Dengan demikian, desain kelembagaan dalam advokasi digital
menunjukkan karakter adaptif dan desentralistik, di mana teknologi menggantikan fungsi
institusi konvensional dalam menciptakan partisipasi bermakna.

Collaborative Outcomes

Elemen keempat menyoroti hasil nyata dari kolaborasi lintas aktor dalam isu
kesehatan mental remaja. Dari 95 artikel yang direview, ditemukan bahwa hasil
kolaboratif (collaborative outcomes) muncul dalam tiga bentuk utama. Pertama, inovasi
sosial, berupa munculnya peer support movements dan komunitas edukatif seperti Into
the Light dan SehatMentalid. Kedua, perubahan wacana publik, di mana isu kesehatan
mental tidak lagi dianggap tabu dan mulai dibicarakan secara terbuka di media arus
utama. Ketiga, pengaruh terhadap kebijakan publik, seperti keterlibatan komunitas
pemuda dalam perumusan program Kementerian Kesehatan dan lembaga pendidikan
(Sgrensen et al,, 2020; Yamaguchi et al., 2022).

Dampak ini menunjukkan bahwa pemuda berfungsi sebagai social innovators dan
policy champions yang mampu mentransformasikan solidaritas digital menjadi aksi
kolektif berorientasi kebijakan. Hasil kolaborasi ini tidak selalu berupa dokumen formal,
tetapi lebih sering berupa perubahan diskursus dan persepsi sosial, yang kemudian
memengaruhi arah kebijakan jangka menengah. Temuan ini memperluas pemahaman
tentang hasil tata kelola kolaboratif dalam konteks digital, di mana policy change tidak
selalu terwujud dalam bentuk regulasi, tetapi dalam pergeseran norma sosial dan
kesadaran publik.

Pembahasan

Reinterpretasi Peran Pemuda dalam Collaborative Governance pada Era Digital

Temuan dari tinjauan literatur sistematis ini menegaskan perlunya re-evaluasi
terhadap paradigma tata kelola kolaboratif agar mampu memahami secara lebih
komprehensif dinamika praktik kolaboratif yang dimediasi oleh teknologi, khususnya
dalam isu kesehatan mental. Kajian klasik (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al.,, 2012)
menekankan pentingnya kerangka kelembagaan, kepercayaan antarpihak, serta
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komitmen formal sebagai fondasi utama kolaborasi. Namun demikian, hasil kajian ini
menunjukkan bahwa dalam konteks advokasi digital, praktik kolaboratif dapat tumbuh
dan berfungsi secara efektif meskipun tanpa keberadaan fondasi kelembagaan tersebut.

Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan
bahwa kekuatan komunitas dan jaringan sosialdapat menjadi motor penggerak utama
dalam menciptakan perubahan sosial (Bower et al., 2023; Dolaty et al., 2025; Jacobs &
George, 2022). Dalam banyak kasus, individu dan kelompok mampu membangun
kolaborasi yang produktif melalui platform digital dengan cara berbagi informasi,
memberikan dukungan emosional, serta memperkuat solidaritas sosial, tanpa harus
bergantung pada struktur formal (Huda et al., 2025; Baker et al., 2021; Dunne et al., 2017).

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemuda berperan dalam
membentuk model baru digital collaborative governance. Sejalan dengan Donohoe
(2023), bentuk tata kelola ini memperoleh legitimasi bukan dari otoritas formal,
melainkan dari kapasitas komunikatif dan kredibilitas sosial yang dibangun di ruang
digital. Partisipasi digital memungkinkan kolaborasi yang spontan, berlandaskan empati,
pengalaman personal, dan solidaritas komunitas (Kaumbulu et al., 2020; Rigon & Walker,
2023).

Fenomena ini memperlihatkan bahwa tata kelola kolaboratif di era digital
bersifat afektif dan berjejaring, bukan hierarkis. Dengan kata lain, sebagaimana
diungkapkan oleh Bower et al. (2023) dan Hall et al. (2024), solidaritas emosional dan
rasa saling percaya kini menggantikan peran struktur birokratis dalam membangun
koordinasi lintas aktor. Perubahan ini memperluas pemahaman atas model collaborative
governance klasik dalam konteks kesehatan mental menuju bentuk yang lebih adaptif
terhadap dinamika komunikasi digital, di mana proses kolaboratif dapat berlangsung
secara efektif di ruang publik virtual tanpa kehadiran institusi formal.

Pemuda Sebagai Champion dalam Ekosistem Kolaborasi Kebijakan Publik

Temuan ini memperkuat gagasan dari Magkou et al., (2018) dan Boadu (2024)
bahwa pemuda tidak lagi sekadar penerima kebijakan (policy recipients), melainkan aktor
utama yang berperan sebagai policy champions. Melalui advokasi digital, pemuda
menggabungkan strategi komunikasi, mobilisasi sosial, dan aksi kolaboratif lintas sektor
untuk memperkuat isu kesehatan mental dalam agenda publik (Dadich & Khan, 2021).

Dalam konteks collaborative governance, peran pemuda sebagai champions
muncul dalam empat dimensi:
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Gambar 2. Model konseptual peran pemuda sebagai policy champions dalam membentuk digital
collaborative governance
Sumber: Diolah penulis, 2025

Pola pada Gambar 2, menunjukkan bahwa pemuda berperan sebagai agen
epistemik dan moral yang menggeser fungsi kolaborasi dari sekadar koordinasi menuju
transformasi sosial. Dalam hal ini, pemuda tidak hanya berpartisipasi dalam sistem
kebijakan, tetapi juga menciptakan ulang mekanisme partisipatif itu sendiri melalui
inovasi digital. Kontribusi ini memperkaya literatur tentang youth civic engagement
(Bessant, 2021) dengan menegaskan bahwa kolaborasi berbasis pemuda di era digital
lebih dinamis, reflektif, dan kontekstual dibandingkan bentuk partisipasi tradisional.

Kesimpulan

Tinjauan literatur sistematis ini menunjukkan bahwa advokasi kesehatan mental
yang digerakkan pemuda merepresentasikan bentuk baru collaborative governance di
ranah digital. Pemuda tidak lagi sekadar partisipan, tetapi berperan sebagai policy
champions yang memicu kesadaran publik, menghubungkan berbagai pemangku
kepentingan, serta memobilisasi kolaborasi lintas sektor melalui jejaring daring.
Kolaborasi yang terbentuk bersifat horizontal, partisipatif, dan berbasis solidaritas sosial,
sehingga memperluas ruang dialog kebijakan secara lebih inklusif.

Secara teoretis, temuan ini memperluas model collaborative governance klasik
dengan menegaskan bahwa legitimasi kolaborasi di era digital tidak hanya bergantung
pada struktur kelembagaan formal, tetapi juga pada kepercayaan sosial dan dinamika
komunikasi digital. Penelitian ini mengusulkan konseptualisasi digital collaborative
governance sebagai bentuk tata kelola yang adaptif dan dimediasi teknologi. Secara
praktis, pemerintah perlu mengintegrasikan inisiatif pemuda ke dalam sistem kebijakan
kesehatan mental melalui penyediaan ruang partisipasi digital yang aman dan kolaboratif.
Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengevaluasi efektivitas serta dampak jangka
panjang model kolaborasi digital ini terhadap perubahan kebijakan publik.
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